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LEDY SARTIKA (B 121 12 163) dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran 
Musik Modern Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 
Tahun 2010”. Dibimbing oleh Achmad Ruslan selaku Pembimbing I dan 
Romi Librayanto selaku Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan 
pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik 
berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010. 
Serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi proses pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis 
pagelaran musik. 
 Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi 
objek penelitian adalah dinas pendapatan daerah kota makassar serta 
para penyelenggara hiburan jenis pagelaran musik. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber 
pada lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik yang 
diajukan kemudian data dianalisis secara kualitati, yaitu mengungkapkan 
dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan 
menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam 
bentuk kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis. 
 Hasil penelitian berdasarkan pemarapan narasumber menyebutkan 
bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik  
tidak menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), 
melainkan menggunakan formulir yang telah disediakan oleh pihak 
pemungut pajak. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik adalah faktor kaidah 
hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat. pelaksanaan 
penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik dilakukan dengan cara 
memberikan surat teguran bagi penyelenggara hiburan belum 
menyelesaikan kewajibannya. Adapun faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik adalah faktor 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Sejak berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah diberikan 
kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
guna meningkatkan pelayanan, pemberdayaan serta peningkatan daya 
saing daerah. Untuk menjalankan wewenang tersebut, maka setiap 
daerah memerlukan sumber daya yang tidak sedikit jumlahnya, diantara 
sumber daya yang diperlukan tersebut adalah sumber daya manusia dan 
sumber daya ekonomi. Dalam hal sumber daya ekonomi, pemerintah 
pusat secara jelas memaparkan sumber Pendapatan daerah dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU PD) dan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (yang 
selanjutnya disebut UU PDRD). Sumber pendapatan tersebut nantinya 
akan dipergunakan oleh masing masing daerah untuk membiayai 
kewenangan dan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah pusat 
kepada daerah, juga dapat mengurangi ketergantungan keuangan setiap 
daerah kepada pemerintah pusat. 
 Pasal 285 Ayat (1) UU PD menyebutkan bahwa sumber 
pendapatan daerah terdiri atas: 
a. pendapatan asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD meliputi: 
1) pajak daerah; 
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2) retribusi daerah; 
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
4) lain-lain PAD yang sah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah; 
 Salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana yang 
tercantum dalam UU PD berasal dari pajak. Secara umum pajak 
merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat 
berpengaruh dalam membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak 
dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara. 
Namun penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada 
masyarakat harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan 
Undang-Undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai 
kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas dari 
petugas pemungut pajak yang ditunjuk untuk pemerintah serta jaminan 
bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. 
 Pemerintah pusat secara tegas telah mengklasifikasikan 
kewenangan memungut pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang 
selanjutnya pajak daerah dibagi lagi menjadi dua sebagaimana tercantum 
dalam UU PDRD yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara 
pemungut pajak pusat yang dilakukan oleh Departemen Keuangan yang 
dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak dan pemungut pajak daerah 
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yang diserahkan kepada pemeritah daerah masing-masing dalam hal ini 
dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota/Daerah. 
 Bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat 
dalam membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerahnya. 
Pemungutan ini juga harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai 
sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan 
kesejahtraan di daerah termasuk Kota Makassar. Maka untuk lebih 
mempertegas lagi mengenai peraturan pajak daerah Pemerintah Kota 
Makassar membuat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 
2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar (selanjutnya disebut Perda 
PD) yang berdasarkan pada UU PDRD.  
 Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak hiburan. Pada Perda 
PD diatur bahwa ada beberapa jenis pajak hiburan, yaitu: 
a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; 
c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f. sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. permainan bilyar, golf dan bowling; 
h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 
i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 
center); dan 
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j. pertandingan olahraga 
 Pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang berkonstribusi 
besar pada pendapatan pajak daerah salah satunya jenis pagelaran musik 
modern. Hal ini dikarenakan pengenaan tarif pajak jenis ini sebesar 35% 
dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 
penyelenggara hiburan. 
 Tata cara pemungutan pajak hiburan yaitu wajib pajak atau 
penyelenggara hiburan membayar sendiri kewajiban perpajakan dengan 
menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT sebagaimana yang 
diatur dalam Perda PD. 
 Dalam pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak hiburan 
tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. 
Namun dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak 
seringkali terdapat penyimpangan tidak terkecuali pada pemungutan dan 
penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik. Salah satu faktor 
terjadinya penyimpangan pada proses pemungutan pajak hiburan jenis ini 
adalah adanya perbedaan harga pejualan tiket sebelum dan pada saat 
hari terselenggaranya acara tersebut. Maka pengawasan dari pemungut 
pajak sangat dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan pada proses 
pemungutan pajak yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. 
 Dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2015 
kepada salah satu staf Dinas Pendapatan Daerah menyatakan bahwa 
target pendapatan dari sektor pajak hiburan TA 2015 kurang lebih sebesar 
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30 Milyar Rupiah namun kenyataan yang tercapai kurang lebih hanya 
sebesar 17 Milyar Rupiah. 
  Oleh karena itu pengetahuan mengenai aturan perpajakan harus 
dimiliki wajib pajak serta integritas dari petugas pemungut pajak sangat 
penting, karena hal ini dapat memudahkan proses pelaksanaan 
penagihan dan pemungutan pajak serta meningkatkan kepatuhan 
kewajiban wajib pajak diantaranya pelaporan, perhitungan, penyetoran 
dan pertanggungjawaban. 
 Berdasarkan uraian tersebut maka Penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul 
“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak 
Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010” 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti 
memfokuskan penelitian pada rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak 
hiburan jenis pagelaran musik modern di Kota Makassar? 
2. Apa faktor faktor yang mempengaruhi proses pemungutan dan 





C. Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan dan penagihan 
pajak hiburan jenis pagelaran musik modern di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang mempengaruhi 
proses pemungutan dan penagihan pajak hiburan jenis 
pagelaran musik modern. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
tentang aturan perpajakan baik itu peran dan kewajiban wajib 
pajak, serta tata cara pemungutan dan penagihan pajak 
hiburan jenis pagelaran musik modern yang sesuai dengan 
prosedur administrasi. 
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah kota Makassar 
khususnya dinas pendapatan daerah mengenai pajak hiburan 
Kota Makassar. 
3. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya 
yang tertarik akan masalah perpajakan khususnya pajak 







A. Negara Hukum 
 Achmad Ruslan (2013:19) mengemukakan bahwa dewasa ini 
dikenal konsep Rechtsstaat di Eropa Kontinental, atau The Rule Of Law  
di negara-negara Anglo Saxon, di negara-negara sosialis dikembangkan 
pula suatu konsep yang disebut Socialist Legality. 
 Dalam kepustakaan berbahasa Indonesia sudah sangat populer 
dengan menggunakan istilah negara hukum, namun seringkali menjadi 
permasalahan, apakah sebenarnya konsep negara hukum itu. Apakah 
konsep negara hukum itu sama dengan konsep Rechtsstaat dan apakah 
negara hukum itu sama dengan konsep The Rule Of Law, ataukah sama 
dengan konsep Socialist Legality, sehingga dalam mempermasalahkan 
Indonesia sebagai negara huku seringkali pula mengaitkan pada kriteria 
Rechtsstaat atau kriteria The Rule Of Law dengan begitu saja. 
 Suatu perbedaan yang penting pada latar belakang sejarah yang 
menopang konsep Rechtsstaat dan The Rule Of Law yaitu tentang konsep 
kaidah hukum, bahwa pada konsep Rechtsstaat sesuai dengan latar 
belakang yang menopang dalam hal ini sistem Romawi Jerman yang 
mengembangkan kaidah hukum secara sistematis doktrinal dan 
berdasarkan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif. 
Sedangkan kaidah-kaidah hukum pada Common Law kurang dirumuskan 
secara umu sebagaimana pada sistem Romawi Jerman. Ciri Common 
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Law terletak pada kaidah-kaidahnya yang bersifat kongkrit yang sudah 
mengarah kepada penyelesaian sengketa tertentu, kaidah demikian itu 
dilahirkan melalui keputusan Hakim, dan oleh karena itu pengadilan 
memegang peranan pokok. 
 Baik latar belakang yang menopang konsep Rechtsstaat maupun 
konsep The Rule Of Law berbeda dengan latar belakang negara RI. 
Dengan demikian isi konsep negara hukum tidaklah begitu saja dengan 
mengalihkan konsep Rechtsstaat maupun The Rule Of Law meskipun ada 
pengaruh kehadiran konsep Rechtsstaat ataupun pengaruh konsep The 
Rule Of Law tersebut. 
 Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah 
dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Dr, Tjipto 
Mangoenkoesoemo dkk) sejak hampir satu abad yang lalu. Dasar yuridis 
bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 Ayat 
(3) UUD Negara RI 1945 amandemen ketiga “Negara Indonesia adalah 
Negara Hukum” konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya 
kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta 
kesejahtraan yang berkeadilan. 
B. Kedaulatan Rakyat atau Demokrasi 
 Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat 
disebut negara demokrasi, yang secara simbolis sering digambarkan 
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Henry B. 
Majo menyebut beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi pada 
9 
umumnya yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara 
melembaga; menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam 
suatu masyarakat yang sedang berubah; menyelenggarakan pergantian 
pimpinan secara teratur; membatasi pemakaian kekerasan sampai 
minimum; mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; 
dan menjamin tegaknya keadilan. 
 Istilah demokrasi dalam UUD 1945 memiliki berbagai penamaan, 
seperti kerakyatan, kedaulatan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, dan 
kedaulatan berada di tangan rakyat. Istilah kerakyatan dipergunakan 
dalam sila keempat Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 
1945. Kedaulatan rakyat dipakai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 
1945. Adapun istilah kedaulatan di tangan rakyat dipergunakan dalam 
Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (naskah asli), kedaulatan berada ditangan 
rakyat dipergunakan dalam Pasal 1 Ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945. 
Berbagai penamaan demokrasi tersebut pada intinya sama. Kehendak 
tertinggi dalam menentukan bagaimana negara ini dikelola dan mau 
dibawa kemana, sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat. 
C. Teori Hiraki Norma Hukum 
 Achmad Ruslan (2013:53) mengemukakan bahwa dalam konteks 
dogmatika hukum Negara Indonesia, penentuan jenis dan hirarki norma 
hukum pada tingkatan peraturan perundang-undangan telah diatur secara 
khusus sampai sekarang. Pada 1966, terbentuk norma hukum yang 
mengatur jenis dan hirarki norma hukum pada tingkatan peraturan 
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perundang-undangan, yaitu ketetapan MPRS Nomor XX/MPPRS/1966 
tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 
mengenai Sumber Tata Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Cara 
Perundangan Republik Indonesia. Materi muatan norma hukum tersebut 
menentukan bahwa bentuk dan tata urut peraturan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar. 
2. Ketetapan MPR. 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang. 
4. Peraturan Pemerintah. 
5. Keputusan Presiden. 
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan 
Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. 
 Sampai pada tahun 2004, penataan jenis dan hirarki peraturan 
perundangan kembali dilakukan. Hal itu ditandai dengan terbentuknya 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang ini memuat 
tentang jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang. 
3. Peraturan Pemerintah. 
4. Peraturan Presiden. 
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5. Peraturan Daerah. 
 Dan pada tahun 2011, Undang-Undang tersebut diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana ditentukan pada Undang-Undang tersebut meliputi: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang. 
4. Peraturan Pemerintah. 
5. Peraturan Presiden. 
6. Peraturan Daerah Provinsi. 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 Berdasarkan tata susunan jenis-jenis Peraturan Perundang-
Undangan, maka fungsi masing-masing jenis Peraturan Perundang-
Undangan tersebut adalah sesuai dengan hirarkinya. Misalnya fungsi 
Undang-Undang dan Perpu adalah menyelenggarakan pengaturan lebih 
lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 





D. Pajak dan Retribusi 
1. Pajak 
Muhammad Djafar Saidi (2014:5) mengemukakan bahwa sebelum 
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), ketentuan 
mengenai pajak diatur pada Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi 
“segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-
undang”. Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang meletakkan 
kewenangan pada negara untuk memungut pajak kalau negara 
membutuhkannya, tetapi dengan syarat harus berdasarkan Undang-
Undang. 
Setelah amandemen UUD 1945, ternyata sumber hukum 
keberadaan hukum pajak mengalami perubahan yang sangat prinsipil. Hal 
ini dapat dilihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menegaskan “pajak dan 
pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 
undang undang”. Pasal 23A UUD NRI 1945 pada hakikatnya tetap 
memuat asas legalitas yang bermula dari Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945. 
Sekalipun demikian, perubahan yang prinsipil karena bukan hanya 
mengenai sumber hukum pajak melainkan pungutan yang bersifat 
memaksa harus pula diatur dengan Undang-Undang. 
Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan perubahan 
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUTCP) menyebutkan bahwa 
Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 Selain menurut Undang-Undang, ada juga pendapat beberapa 
sarjana ahli di bidang perpajakan, diantaranya (Bohari:2014:23): 
a. Prof.Dr.PJA. Adriani, mengemukakan bahwa Pajak adalah iuran 
pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang 
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak 
dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
umum berhubungan dengan tugas pemerintah 
b. Prof.Dr.MJH. Smeeths, mengemukakan bahwa Pajak adalah 
prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, 
dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang 
dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah 
membiayai pengeluaran pemerintah. 
c. Dr.Soeparman Soemahamidjaya, memberikan defenisi bahwa 
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma norma hukum guna menutup 
14 
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahtraan umum. 
d. Prof.Dr.Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa Pajak adalah 
peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik 
berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) yang langsung 
dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum. 
2. Retribusi 
 Pasal 1 Angka 6 UU PDRD menyebutkan bahwa Retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberi izin 
tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan pribadi atau Badan 
 Pasal 108 Ayat (1) UU PDRD menjelaskan bahwa objek retribusi 
dibagi atas tiga, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. 
Sedangkan menurut Azhari Aziz Samudra (2015:280) kurang lebih sama 
dengan yang sebutkan dalam Pasal 108 Ayat (1) UU PDRD bahwa objek 
retribusi dibagi atas tiga yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan 
tertentu. Menurutnya objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang 
disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan, sedangkan objek retribusi jasa usaha adalah pelayan yang 
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, 
serta objek  retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan 
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tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
sarana, atau fasilitas tertentu. 
3. Perbedaan Pajak dan Retribusi 
 Dengan memperhatikan unsur-unsur yang melekat pada pajak 
maka akan mudah untuk membedakan antara pajak dengan retribusi. 
Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut (Bohari:2014:27): 
a. Pajak sifatnya berlaku umum, artinya berlaku bagi setiap orang 
yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak, sedangkan 
pada retribusi hanya berlaku bagi orang orang tertentu yang 
langsung ditunjuk. 
b. Pada pajak unsur paksaannya bersifat pidana dan administratif. 
Sedangkan retribusi unsur paksaannya bersifat ekonomis, artinya 
kalau tidak membayar iuran maka orang yang bersangkutan tidak 
diperkenankan memperoleh atau menikmati jasa dari negara. 
c. Pada pajak, tegen prestasinya bersifat tidak langsung dalam arti 
bahwa meskipun kita bayar pajak belum tentu kita bisa menikmati 
jasa dari negara. Sedangkan pada retribusi, tegen prestasinya 
bersifat langsung dalam arti bahwa siapa yang membayar iuran 






4. Pembagian Pajak 
 Muhammad Djafar Saidi (2014:24) mengemukakan bahwa secara 
hukum pajak dapat dilakukan penggolongan berdasarkan kebutuhan 
negara dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan masa kini dan 
mendatang. Mengingat pajak merupakan sumber pendapatan negara 
maupun daerah, penggolongannya perlu dilakukan berdasarkan sifat-sifat 
maupun ciri-iri yang dimilikinya. Sebagaimana dikatakan oleh Munawir 
(1985:16) bicara penggolongan dapat didasarkn atas sifat-sifat maupun 
ciri ciri tertentu yang terdapat dalam masing masing pajak. 
 Apabila kriteria-kriteria tersebut dijadikan patokan untuk 
megetahui penggolongan pajak, berdasarkan penggolongannya ternyata 
pajak terdiri dari: 
a. Pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit. 
b. Pajak pusat dan pajak daerah. 
c. Pajak objektif dan pajak subjektif. 
d. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. 
 Pajak dalam arti luas adalah semua jenis pajak yang dipungut 
oleh pemerintah pusat, termasuk bea meterai, bea masuk dan cukai, dan 
pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan.  Sementara itu, pajak dalam arti sempit adalah 
pajak yang dipungut oleh pemeritah pusat (tanpa bea meterai, bea masuk 
dan cukai) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dibidang pajak daerah. 
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 Pajak pusat adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah pusat 
serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola 
pajak-pajak pusat. Objek pajak pusat relatif tidak terbatas, pusat harus 
teliti dalam menentukan objek pajak yang dapat dikenakan pajak. 
Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang didakan oleh pemerintah 
daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi 
mengelola pajak-pajak daerah. Selanjutnya pajak daerah terbagi atas 
pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. 
 Pajak objektif adalah pajak yang penagihannya bergantung pada 
objek yang dikenakan pajak dengan berpatokan pada keadaan, perbuaan 
atau kejadian yang terjadi saat itu. Sementara pajak subjektif adalah pajak 
yang penagihannya bergantung pada subjek yang dikenakan pajak 
dengan terkait keadaan diri wajib pajak yang dapat memengaruhi besar 
kecilnya jumlah pajak yang wajib bayar. 
 Pajak langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan 
secara berkala berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh 
pejabat pajak menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak 
kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 
Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang penagihannya 
dilakukan secara tidak berkala dan pada umumnya tidak berdasarkan 
surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, dan surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 
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5. Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Negara 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan 
suatu komponen penting didalam penyelenggaraan suatu negara. Hal 
tersebut dapat dimengerti karena APBN merupakan mesin penggerak 
penyelenggaraan negara. Didalam struktur APBN terdapat dua unsur 
utama yaitu penerimaan dan pengeluaran. Untuk melaksanakan 
pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak 
sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun 
meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. 
Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam 
negeri, salah satunya diperoleh dari pajak. Pajak merupakan sumber 
utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak 
sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu pajak 
sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional 
(http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-
dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-
sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan diakses pada 
tanggal 20 Desember 2015 pukul 11.43 WITA) 
 Pemungutan pajak tercantum dalam UUD 1945 yang dalam 
tataran pelaksanaannya melalui pembentukan Undang-Undang. Hal ini 
dimaksudkan dalam aspek hukum melahirkan suatu norma yang 
disepakati dan dipatuhi bersama. Namun demikian dalam pemungutan 
19 
pajak banyak aspek yang mempengaruhi target-target yang akan dicapai 
seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, serta asumsi harga 
dan produk minyak mentah. Oleh karena itu, perlu strategi melalui 
perluasan basis pengenaan paak, intensifikasi, dan penyuluhan kepada 
masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak. 
(http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-
dan-perbendaharaan/20495-pengelolaan-sumber-penerimaan-pajak-
sebagai-sumber-pendanaan-utama-dalam-pembangunan diakses pada 
tanggal 20 Desember 2015 pukul 11.43 WITA) 
6. Pengelolaan Pajak Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
 Sesuai maksud dari Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang 
mengandung asas legalitas yang meletakkan kewenangan pada negara 
untuk memungut pajak kalau negara membutuhkannya, tetapi dengan 
syarat harus berdasarkan Undang-Undang. Namun bukan hanya proses 
pemungutan pajak yang harus sesuai dengan peraturan Perundang-
Undangan, pengelolaan pajak pun harus demikian. Jadi dalam mengelola 
pajak yang dipungut dari para wajib pajak, pemerintah pusat dan daerah 
diharapkan mampu menggunakan hasil dari pungutan pajak dengan 
sebaik-baiknya sesuai keperluan dan kepetingan masyarakat, terutama 
dalam pembangunan di wilayah pemerintah pusat maupun pemerintah 




E. Pajak Dalam Negeri dan Pajak Daerah 
1. Jenis-Jenis Pajak Dalam Negeri 
 Berdasarkan Pasal 1 Angka 2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2014 menyebutkan bahwa: 
2. Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui 
sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas 
Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, 
dan Penerimaan Hibah. 
3. Penerimaan Perpajakan adalah semuan penerimaan negara 
yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan 
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. 
4. Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan 
negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, 
pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan 
pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan 
pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan 
pajak lainnya. 
2. Jenis-jenis Pajak Daerah 
 Dalam Pasal 1 Angka 10 UU PDRD dijelaskan bahwa Pajak 
Daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
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dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan daerah bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat. 
 Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PDRD dicantumkan bahwa 
pajak daerah terbagi atas: 
(1) Pajak Daerah Provinsi 
a. Pajak kendaraan Bermotor; 
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 
d. Pajak Air Permukaan; dan 
e. Pajak Rokok; 
(2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota 
a. Pajak Hotel; 
b. Pajak Restoran 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Reklame; 
e. Pajak Peneranangan Jalan; 
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
g. Pajak Parkir; 
h. Pajak Air Tanah; 
i. Pajak Sarang Burung Walet; 
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 
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F. Pajak Hiburan 
1. Pengertian Pajak Hiburan 
 Pasal 1 Angka 24 dan 25 UU PDRD disebutkan bahwa Pajak 
Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan, dimana hiburan 
yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan permainan 
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
 Pasal 1 Angka 12 dan 13 Perda PD mengatur bahwa Pajak 
hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan yang 
dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau 
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. 
Jadi hiburan yang dikenakan pajak sesuai dengan tarif yang diatur 
dalam perda PD merupakan hiburan yang memungut bayaran kepada 
penikmat hiburan, dengan kata lain hiburan yang bersifat komersil. 
2. Jenis-Jenis Pajak Hiburan 
 Jenis-jenis hiburan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 
ayat (3) Perda PD: 
a. Tontonan Film; 
b. Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana; 
c. Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya; 
d. Pameran; 
e. Diskotik, Karaoke, Klab malam, dan sejenisnya; 
f. Sirkus, Akrobat, dan Sulap; 
g. Permainan Bilyar, Golf, dan Bowling; 
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h. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan 
Ketangkasan; 
i. Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran 
(fitness center); dan 
j. Pertandingan Olahraga; 
G. Pemungutan dan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik 
Modern 
1. Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern 
 Pada Pasal 1 Angka 3 Perda PD menyebutkan bahwa 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi 
kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 
 Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 Perda PD, tata 
cara pemungutan pajak adalah: 
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 
(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala 
Daerah adalah: 
a. Pajak Reklame; 
b. Pajak Air Tanah; 
c. PBB Perdesaan dan Perkotaan; 
(3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah: 
a. Pajak Hotel; 
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b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Penerangan Jalan; 
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
f. Pajak Parkir; 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 
 Dalam Pasal 84 Perda PD mengatur bahwa: 
(1) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri  
dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau 
SKPDKBT 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 
wajib pajak atau kuasanya. 
(3) Wajib Pajak BPHTB wajib mengisi SSPD 
(4) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
berfungsi sebagai SPTPD 
(5) Bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur 
dengan Peraturan Walikota. 
2. Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern 
 Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengatur bahwa Penagihan 
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Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi 
utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanaka penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah 
disita. 
 Muhammad Djafar Saidi (2014:197) mengemukakan bahwa Tata 
cara penagihan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak yang bertugas 
mengelola pajak daerah wajib berpedoman pada ketentuan yang tersedia 
dalam hukum pajak. Hukum pajak telah menentukan cara bagaimana 
pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak daerah untuk bertindak agar 
wajib pajak membayar lunas utang pajaknya. 
 Secara umum tata cara penagihan pajak diantaranya penerbitan 
surat teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, 
penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan 
penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan. 
Pada Pasal 18 Ayat (1) UU KUTCP menyebutkan bahwa dasar 
penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar bertambah. 
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 Jadi setelah terbitnya STP, maka ada hak pemerintah yang harus 
diambil dari wajib pajak. Untuk mengambil hak itu disebut proses 
penagihan pajak. 
H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 
 
 Berbicara efektivitas hukum, Seorjono Soekanto (2011:26) 
berpendapat tentang pengaruh hukum salah satu fungsi hukum baik 
sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah 
membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya 
terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi 
mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik 
yang bersifat positif maupun negatif. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain 
(Zainuddin Ali:2014:62): 
1. Faktor Kaidah Hukum 
Didalam teori-teori ilhum hukum, dapat dibedakan tiga macam hal 
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan 
sebagai berikut: 
a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau 
terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. 
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah 
tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga 
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masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena 
adanya pengakuan dari masyarakat. 
c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai denga cita 
hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 
Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka 
setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur diatas, 
sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada 
kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati. Kalau hanya 
berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah 
itu menjadi aturan pemaksa. Dan apabila hanya berlaku secara 
filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum 
yang dicita-citakan. 
2. Faktor Penegak Hukum. 
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapka hukum 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut 
petugas pada strata atas, menegah, dan bawah. Artinya, didalam 
melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas 
seyogianya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan 
tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya. 
 
3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu 
aturan tertentu. Ruang lingkup saran yang dimaksud, terutama 
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sarana fisikyang berfungsi sebagai faktor pendukung. Memang 
sering terjadi bahwa peraturan sudah difungsikan, padahal 
fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula 
bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan 
terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak 
menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan 
tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang 
berpatokan kepada: 
a. Apa yang sudah ada, diperlihara terus agar setiap saat 
berfungsi. 
b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan 
jangka waktu pengadaannya. 
c. Apa yang kurang, perlu dilengkapi. 
d. Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti. 
e. Apa yang macet, dilancarkan. 
f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan 
4. Faktor Masyarakat 
Salah satu faktor yang mengefktifkan suatu peraturan adalah 
warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya 
untuk mematuhi suatu perundang-undangan yang kerap disebt 
derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah 
satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Adanya 
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suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran 
sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat 
istiadat), semakin kecil peran hukum. Oleh karena itu, hukum tidak 
dapat dipaksakan keberlakuanya didalam segala hal selama 
masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya 
dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak 
mampu lagi untuk mengatasi masalah. Namun perlu juga 
diketahui hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat 
terhadap hukum, yaitu: 
a. Penyuluhan hukum yang teratur. 
b. Pemberian teladan yang baik dari petugas didalam hal 
kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum. 
c. Pelembagaan yang terencana dan terarah. 
I. Dinas Pendapatan Daerah 
1. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah 
Tugas dan fungsi dari dinas pendapatan daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar 
(selanjutnya disebut Perda PSOPD) yaitu: 
(1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok 
merumuskan, membinan, menendalikan dan mengelola serta 
mengkoordinir kebijakan bidang Pendapatan daerah. 
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(2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok 
dimaksud ayat (1) pasal ini, menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang 
pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan 
potensi sumber-sumber pendapatan daerah; 
b. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan 
pungutan pendapatan daerah; 
c. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasional pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak 
restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan 
jalan, pajak pengambilan dan pengolahan batuan galian 
golongan C, serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi 
daerah lainnya; 
d. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
operasional bidang bagi hasil dan pendapatan lainnya serta 
intensifikasi dan ektensifikasi; 
e. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis 
keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 
g. Pembinaan unit pelaksana teknis. 
2. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah 
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 Pasal 28 Ayat (3) Perda PSOPD mengatur bahwa Susunan 
Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub bagian Keuangan; 
3. Sub bagian Perlengkapan. 
c. Bidang I Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, terdiri atas: 
1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Hotel dan 
Pajak Hiburan; 
2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Hotel dan Pajak 
Hiburan; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan 
Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. 
d. Bidang II  Pajak Restoran dan Pajak Parkir, terdiri atas: 
1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Restoran 
dan Pajak Parkir; 
2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Restoran dan Pajak 
Parkir; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan 
Pajak Restoran dan Pajak Parkir. 
e. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah, terdiri atas: 
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1. Seksi Administrasi Umum dan Pendataan Pajak Reklame 
dan Retribusi Daerah; 
2. Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Reklame dan 
Retribusi Daerah; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan 
Pajak Reklame dan Retribusi Daerah 
f. Bidang IV Koordinasi dan Pengendalian Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Batuan Galian 
Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil, terdiri atas: 
1. Seksi Administrasi Umum Pengendalian Pajak Penerangan 
Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Batuan Galian 
Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil; 
2. Seksi Pengendalian, Intensifikasi/Ekstensifikasi dan Hukum; 
3. Seksi Penagihan, Pembukuan, Verifikasi, dan Pelaporan. 





















A. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar. 
B. Jenis Data 
 Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan 
oleh peneliti yang diperoleh dari lokasi penelitian sedangkan data 
sekunder adalah data yang dikumpulkan dari bahan bahan peraturan, 
kutipan atau pendapat orang lain. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Agar memperoleh data yang benar dan akurat, maka penelitian ini 
dilakukan dengan cara: 
1. Studi Lapangan, adalah mengumpulkan data dengan 
melakukan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian, yaitu pada Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Makassar serta orang pribadi atau Badan yang 
menyelenggarakan hiburan jenis pagelaran musik modern 
sepanjang tahun 2015 yang berjumlah 52 penyelenggara 
hiburan dan diambil sebagai sampel sebanyak 6 penyelenggara 
hiburan. 
2. Studi Kepustakaan, adalah metode mengumpulkan data yang 
dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan 
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memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder yang 
tersusun secara sistematis kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan 
rumusan masalah yang telah ditentukan sehingga dapat diperoleh 
gambaran yang jelas. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu 
mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan 
dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK HIBURAN 
JENIS PAGELARAN MUSIK MODERN 
1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik 
Modern 
 Pajak hiburan jenis pagelaran musik modern merupakan pajak 
yang pelaksanaan pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak. 
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 angka 3 Perda PD bahwa wajib 
pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Tarif 
pajak hiburan jenis pagelaran musik modern sebagaimana yang diatur 
pada Pasal 1 (b) Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang 
Pajak daerah Kota Makassar bahwa tarif pajak hiburan pagelaran 
kesenian, musik dan tari modern dikenakan pajak sebesar 35%. 
 Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pendapatan Daerah pada 
tanggal 18 Februari 2016 Kepala Bidang I Bapak Drs. Sudirman, MM 
menjelaskan bahwa pada Perda PD tidak diatur secara khusus 
bagaimana tata cara pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis 
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pagelaran musik modern. Menurutnya tata cara pemungutan pajak 
hiburan jenis pagelaran musik modern diatur dalam SOP namun beliau 
mengatakan tidak dapat menunjukan SOP yang dimaksudkan, dengan 
alasan SOP tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada orang orang diluar 
pihak mereka. Selanjutnya memberikan hanya penjelasan tentang tata 
cara pelaksanaan pemungutan pajak dimana pembayarannya tidak 
menggunakan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana yang 
tercantum pada Perda PD. Pembayaran dilakukan dengan cara wajib 
pajak harus mengisi form yang telah disediakan dengan menyertakan 
syarat syarat yang telah ditetapkan, kemudian wajib pajak membayar 
pajak sebesar 35% dari jumlah harga tiket sesuai dengan pengenaan tarif 
pajak hiburan pagelaran musik modern yang diatur pada Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012, setelah itu tiket diberi 
stempel perporasi. Selanjutnya pada proses pembayaran pajak pihak 
pemungut pajak dapat memberikan kebijakan yaitu wajib pajak dapat 
membayar setengah dari harga tiket yang akan diperporasi dan melunasi 
sisa dari pembayaran setelah pagelaran selesai Pada tanggal 26 Mei 
2016 penulis kembali melakukan wawancara pada Bapak Drs. Sudirman, 
MM beliau mengatakan bahwa pemungutan dan penagihan pajak hiburan 
semuanya diatur dalam Perda PD, tidak ada SOP maupun peraturan 
walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemungutan dan 
penagihan pajak hiburan, meskipun dalam Pasal 84 Ayat 5 Perda PD 
mengatur bahwa bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD 
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diatur dengan peraturan walikota namun menurut beliau tata cara 
pelaksanaan yang tercantum dalam Perda PD sudah cukup menjadi 
pedoman bagi pihak pemungut dan wajib pajak. Beliau juga menjelaskan 
bahwa bagi para penyelenggara hiburan yang untuk pertama kalinya 
mengadakan pagelaran musik modern harus mengisi form pendaftaran 
wajib pajak, setelah itu mengisi SPTPD  dan membayar pajak sesuai 
jumlah harga tiket yang akan diperporasi, tapi pihak penyelenggara 
hiburan dapat membayar setengah dari pajak yang seharusnya dibayar, 
dan sisanya dibayar setelah pagelaran selesai. Setelah pembayaran  
dilakukan maka tiket dapat diberi stempel perporasi. 
 Jadi berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang I Bapak 
Drs. Sudirman, MM maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik adalah: 
1. Mengisi form pendaftaran wajib pajak (bagi yang pertama kali 
melaksanakan pagelaran musik modern) 
2. Mengisi SPTPD 
3. Membayar pajak 35% dari jumlah harga tiket, namun 
penyelengara hiburan dapat membayar setengah dari harga tiket 
4. Tiket diberi stempel perporasi 
5. Melunasi sisa pembayaran pajak setelah pagelaran selesai 
 Berdasarkan hasil wawancara salah satu pihak penyelenggara 
pagelaran musik pada tanggal 18 Februari 2016 Saudari Mistriani dari A 
PRODUCTION memaparkan tata cara pelaksanaan pembayaran pajak 
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yang dilakukan adalah dengan mengisi SPTPD yang disediakan dari pihak 
pemungut pajak, membayar pajak sebesar 35% dari jumlah harga tiket 
yang akan dijual sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2012, namun pada saat menyelenggarakan hiburan pagelaran 
musik tahun lalu pihak A PRODUCTION membayar setengah dari jumlah 
pajak yang seharusnya mereka bayar. Setelah melakukan pembayaran 
pihak A PRODUCTION membawa tiket tersebut untuk diberi stempel 
perporasi, dan setelah acara pagelaran selesai pihaknya melunasi sisa 
pembayaran pajak sebagaimana mestinya. 
 Wawancara pada tanggal 18 Februari 2016 kepada Saudara 
Dzulfan dari pihak GARASI LIVE juga memaparkan pelaksanaan 
pembayaran yaitu mengisi SPTPD kemudian membayar pajak sejumlah 
harga tiket yang akan dijual, dari pihak GARASI LIVE hanya membayar 
setengah dari jumlah pajak yang harus dibayar dan setelah itu memberi 
stempel perporasi pada tiket dan setelah pagelaran usai pihak GARASI 
LIVE menyelesaikan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dari sisa 
pajak yang belum dibayar. 
 Hasil wawancara kepada saudara Irfan Syahrir Pananrang Siswa 
dari SMA ISLAM ATHIRAH pada tanggal 25 maret mengatakan bahwa 
tata cara pelaksanaan pembayaran pajak hiburan jenis pagelaran musik 
adalah mengisi SPTPD dan membayar setengah dari jumlah harga tiket 
yang akan diperporasi kemudian membawa tiket yang akan dijual untuk 
39 
mendapatkan stempel perporasi, dan usai pagelaran pihaknya melunasi 
sisa pembayaran pajak. 
 Kemudian Saudari Nur Fitriani Iskandar dari pihak UP PROJECT 
yang diwawancari pada tanggal 25 Maret 2016 memaparkan bahwa tata 
cara pelaksanaan pembayaran yang dia lakukan pada saat 
menyelenggarakan hiburan tahun 2015 adalah mengisi SPTPD kemudian 
membayar setengah dari pajak yang seharusnya dibayar kemudian tiket 
yang akan dijual diberi stempel perporasi dan pihak UP PROJECT 
menyelesaikan pembayaran pajaknya setelah pagelaran selesai. 
 Pihak dari MAKASSAR MEDIA ONE Saudara Dewa Sagita 
Alfaddin Nur yang diwawancarai pada tanggal 25 Maret 2016 juga 
memaparkan bahwa setelah mengisi SPTPD, pihaknya membayar 
setengah dari pajak yang seharusnya kemudian tiket diberi stempel 
perporasi, dan setelah pagelaran usai pihaknya menyelesaikan sisa 
pembayaran pajak. 
 Wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2016 kepada 
Saudari Nurul Titania Ishak dari SMA Negeri 1 Makassar menjelaskan dia 
terlebih dahulu mengisi SPTPD dan pada saat membayar pajak dia hanya 
membayar setengah dari jumlah harga tiket, sisanya dibayar setelah 
pagelaran selesai. 
 Berdasarkan hasil wawancara beberapa penyelenggara hiburan 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembayaran hiburan yang 
dilakukan oleh penyelenggara hiburan adalah: 
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1. Mengisi SPTPD 
2. Membayar pajak sebesar 35% dari harga jual tiket, tetapi dalam 
pelaksanaannya penyelenggara hiburan membayar setengah dari 
jumlah yang harus dibayar 
3. Tiket diberi stempel perporasi 
4. Penyelesaian sisa pembayaran 
 Jadi pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran 
musik modern menurut penjelasan dari Bapak Drs. Sudirman, MM dan 
penjelasan dari pihak penyelenggara hiburan adalah sama yaitu dimulai 
dari mengisi SPTPD, membayar pajak sebesar 35% dari jumlah harga 
tiket, tiket diberi stempel perporasi. Namun pelaksanaan pemungutan 
pajak ini tidak semua diatur dalam Perda PD, seperti pembayaran pajak 
yang dapat dibayar setengahnya terlebih dahulu, itu merupakan kebijakan 
dari pihak pemungut pajak. 
2. Pelaksanaan Penagihan Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik 
Modern 
 Berdasarkan Pasal 87 Ayat Perda PD mengatur bahwa walikota 
dapat menerbitkan  STPD jika: pajak dalam tahun berjalan tidak atau 
kurang bayar; dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 
pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; wajib pajak 
dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda. Kemudian 
jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
dimaksud diatas ditambah dengan administratif berupa bunga sebesar 2% 
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setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. 
SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan 
ditagih melalui STPD 
 Pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik 
modern berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 
Februari 2016 Kepala Bidang I Bapak Drs. Sudirman, MM mengatakan 
bahwa penagihan akan dilakukan apabila kewajiban wajib pajak atau 
penyelegara hiburan belum terpenuhi. Penagihan pajak dilakukan dengan 
cara memberikan surat teguran kepada penyelenggara hiburan sampai 
pada surat teguran ketiga. Apabila setelah surat teguran ketiga 
penyelenggara hiburan tidak menyelesaikan kewajibannya maka akan 
dikenakan sanksi berupa larangan menyelenggarakan hiburan pada 
penyelenggara hiburan serta memberikan sanksi berupa bunga 2% 
sebulan. 
 Bapak Drs. Sudirman, MM juga memaparkan bahwa sepanjang 
tahun 2015 dari 52 pagelaran musik modern yang terselenggara hanya 1 
yang belum menyelesaikan pembayaran pajak yaitu dari pihak 99 
ENTERTAIMENT. Penulis ingin menkonfirmasi langsung data yang 
didapat dari pihak pemungut pajak kepada pihak 99 ENTERTAIMENT 
namun dari pihak pemungut pajak tidak memberikan informasi mengenai 
alamat maupun contact dari pihak 99 ENTERTAIMENT. Beliau juga 
menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penagihan kepada pihak 99 
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ENTERTAIMENT mereka melakukan pemberian surat teguran serta 
sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dan larangan untuk 
melakukan kegiatan pagelaran musik serta hiburan lainnya. 
 Jadi berdasarkan hasil pemaparan dari Bapak Drs. Sudirman, MM 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis 
pagelaran musik modern adalah: 
1. Pemberian surat teguran I 
2. Pemberian surat teguran II 
3. Pemberian surat teguran III 
4. Sanksi berupa denda sebesar 2% setiap bulannya dan pelarangan 
dilakukannya pagelaran musik modern 
 Dari data yang diperoleh maka disimpulkan bahwa sepanjang 
tahun 2015 dari 52 penyelenggara hiburan yang melaksanakan pagelaran 
musik modern 51 diantaranya taat dalam membayar pajak. 
B. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK HIBURAN JENIS 
PAGELARAN MUSIK MODERN 
1. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Hiburan Jenis Pagelaran Musik Modern 
 Dari hasil wawancara Kepala Bagian Bidang I Bapak Drs. 
Sudirman, MM  terdapat fakta fakta yang menjadi faktor pengaruh dalam 
pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik, yaitu tidak 
adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang tata cara 
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pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern. 
Beliau mengatakan bahwa memang idealnya harus ada peraturan 
walikota yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemungutan 
sebagaimana yang tercantum pada pasal 84 Perda PD, namun 
menurutnya untuk saat ini apa yang diatur dalam Perda PD itu sudah 
cukup untuk dijadikan pedoman bagi pemungut dan wajib pajak. Adanya 
pemberian kebijakan kepada para penyelenggara hiburan dalam hal 
pembayaran. Selanjutnya adanya perbedaan harga jual tiket sebelum dan 
pada saat pagelaran terselenggara dimana menurut Bapak Drs. 
Sudirman, MM hal ini membuat sering terjadinya kecurangan atau 
penyimpangan pada saat pelaksanaan pemungutan pajak. 
 Pada tanggal 18 Februari 2016 penulis mewawancarai Saudara 
Dzulfan dari pihak GARASI LIVE, saudara Dzulfan mengatakan bahwa 
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan adalah tarif pajak 
hiburan pagelaran musik sebesar 35% dari harga jual tiket yang 
menurutnya sangat memberatkan bagi penyelenggara terlebih lagi yang 
tidak mencapai target penjualan. Hal ini lah yang dapat menjadi faktor 
pihak penyelenggara hiburan dapat melakukan penyimpangan yaitu 
pengurangan dalam hal pembayaran pajak. 
 Ketidakjelasan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan 
pemungutan pajak hiburan pagelaran musik serta adanya pemberian 
kebijakan tanpa prosedur yang jelas dapat dikategorikan sebagai faktor 
yang menyangkut masalah kaidah hukum dimana hukum tidak berfungsi 
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sebagaimana mestinya yang berdampak negatif pada pelaksanaan 
pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern dan dapat 
menyebabkan kerugian keuangan daerah. hal ini terbukti dengan target 
pajak hiburan tahun anggaran 2015 kurang lebih sebesar 30 Milyar namun 
yang tercapai hanya sekitar kurang lebih 17 Milyar. Selanjutnya fakta 
tentang lemahnya pengawasan penjualan pada saat pagelaran 
berlangsung dikategorikan sebagai faktor penegak hukum, dimana 
penegak hukum semestinya dalam menjalankan tugasnya harus 
berpedoman pada peraturan yang ada, hal ini dapat berdampak negatif 
pada pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik 
modern. 
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penagihan Pemungutan 
Pajak Hiburan Jenis Pagelaran Musik 
 Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bagian Bidang I Bapak Drs. 
Sudirman, MM menjelaskan bahwa penagihan pajak hiburan pagelaran 
musik modern dilakukan dengan cara memberikan surat teguran kepada 
penyelenggara hiburan yang belum menyelesaikan kewajibannya. Namun 
terkadang ada beberapa penyelenggara hiburan yang mengaku bahwa 
mereka tidak mendapatkan satupun surat teguran yang dikirimkan oleh 
dispenda. 
 Jadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan adalah 
kesadaran masyarakat akan kewajiban mereka membayar pajak, serta 
faktor penegak hukum dimana integritas dari pejabat pemungut pajak 
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harus diutamakan dan juga harus berpedoman pada peraturan yang ada 
khususnya Perda PD, dimana semestinya pihak penyelenggara hiburan 
yang tidak menyelesaikan pembayaran pajaknya dapat dikenakan sanksi 
pidana serta denda paling banyak dua kali dari jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang bayar. Hal ini diatur dalam Pasal 106 Perda PD yaitu 
wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 



















1. pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern 
seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan dalam hal ini Perda PD 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 angka 3 Perda PD bahwa 
wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar 
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 
Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak hiburan pagelaran 
musik ada yang belum sesuai dengan Perda PD, hal ini berdasarkan 
pada hasil wawancara yang dilakukan penulis dimana penyelenggara 
hiburan pagelaran musik modern dapat membayar setengah dari pajak 
yang seharusnya dibayar, dan dapat menyelesaikan pembayaran 
setelah pagelaran selesai. hal ini tidak diatur dalam peraturan 
melainkan merupakan kebijakan dari pihak pemungut pajak hal ini yang 
dikatakan oleh Kepala Bidang I Bapak Drs. Sudirman, MM. 
Pelaksanaan penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern 
dilakukan dengan memberikan surat teguran kepada wajib pajak 
sampai pada surat teguran ketiga dan apabila tidak ada penyelesaian 
pembayaran pajak oleh wajib pajak maka pihak pemungut pajak akan 
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memberikan sanksi kepada wajib pajak dalam hal ini penyelenggara 
hiburan berupa denda sebesar 2% setiap bulannya serta pelarangan 
melakukan pagelaran musik serta hiburan lainnya tidak diatur dalam 
Perda PD, karena tidak adanya aturan yang dijadikan pedoman oleh 
pihak penagih pajak maka pelaksanaan penagihan tidak berjalan 
dengan semestinya 
2. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan dan 
penagihan pajak hiburan jenis pagelaran musik modern, yaitu faktor 
kaidah hukum, dimana faktor faktor pemungut pajak, faktor 
penyelenggara hiburan. 
B. SARAN 
1. Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik 
modern harus sesuai dengan peraturan yang ada, dalam hal ini 
Perda PD dimana didalam Pasal 84 Perda PD diatur bahwa: 
bentuk, isi dan tatacara pengisian SSPD dan SPTPD diatur 
dengan Peraturan Walikota. Jadi pelaksanaan pemungutan 
seharusnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sehingga 
dapat dijadikan pedoman bagi pihak pemungut pajak dalam 
pelaksanaan pemungutan pajak, serta pedoman bagi pihak 
penyelenggara dalam membayar pajak. Kesadaran dari kedua 
pihak akan kewajiban mereka juga menjadi faktor penting dalam 
pelaksanaan pemungutan pajak hiburan jenis pagelaran musik 
modern. Perlunya aturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan 
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penagihan yang seharusnya, agar maksud dari penagihan pajak 
itu dapat terlaksana yaitu pihak penyelenggara menyelesaikan 
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Serta 
integritas dan kesadaran dari penegak hukum dalam menjalankan 
tugasnya pada pelaksanaan penagihan juga sangat diperlukan. 
Karena kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak 
hukum rendah maka akan ada masalah, begitupun sebaliknya. 
kesadaran dari pihak penyelenggara akan kewajiban mereka 
dalam menyelesaikan kewajibannya. Penegakan aturan serta 
sanksi sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan penagihan 
pajak hiburan jenis pagelaran musik modern ini tidak menimbulkan 
kerugian keuangan daerah.  
2. faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan dan 
penagihan pajak hiburan adalah faktor kaidah hukum, faktor pihak 
pemungut pajak, faktor pihak penyelenggara hiburan. Jadi 
perlunya aturan atau kaidah hukum yang mengatur jelas 
bagaimana pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak 
hiburan jenis pagelaran musik modern dalam hal ini dapat berupa 
perwali atau SOP. Kemudian faktor pemungut pajak yang 
dimaksudkan adalah mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai 
dengan aturan yang ada, serta integritas pihak pemungut pajak 
sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam 
pelaksanaannya. Kemudian faktor penyelenggara hiburan yang 
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dimaksud adalah kesadaran dari pihak penyelenggara tentang 
apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, serta sanksi apa yg 
akan mereka terima apabila mereka tidak melakukan 
kewajibannya.  
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